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Klausula baku dalam hukum perjanjian membawa dampak yang tidak dapat dipungkiri 
sehingga dalam perkembanganya adanya klausula baku seakan menjadi suatu 
kebutuhan. Meski demikian posisi yang tidak seimbang yang disebabkan oleh adanya 
klausula baku yang dibuat oleh salah satu pihak menjadikan perjanjian yang dilakukan 
menjadi tidak seimbang (adanya pihak yang rugikan). Permasalahan dalam penelitian 
ini adalah bagaimana pengaturan klausula baku dalam mencapai keadilan berkontrak? 
dan bagaimana isi perjanjian agar dapat mencapai keadilan bagi kedua belah pihak? 
Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Klausula baku 
cenderung menguntungkan pihak yang membuatnya dalam hal ini adalah pihak 
perusahaan atau kreditur, dimana pihak kreditur memiliki waktu yang cukup banyak 
untuk membuat klausula perjanjian, sedangkan masyarakat/ debitur tidak memiliki 
ruang yang cukup untuk melakukan negosiasi atas klausula dalam perjanjian tersebut, 
bahkan masyarakat sendiri tidak atau bahkan belum familiar dengan istilah-istilah yang 
terdapat di dalam klausula tersebut.  
Kata Kunci : Klausula Baku, Hukum Perjanjian, Keadilan Berkontrak  
ABSTRACT 
 
Standard clause in law agreement impact sould denied so in its development existence 
clause. Although thereby position balanced clause by exis tenceclause raw made by 
wrong one party make agreement made be no balanced. Problem ini research thi is. 
How setting standard clause in reach justice contract? And How content agreement in 
order to reach justice for second split party?. The method in this research in juridical 
normative. Standard clause profitable those who make in this party copany or creditors, 
where creditor have time enough many for make clause agreement, while debitor don’t 
have space for negotiation on clause in agreement, when the community don’t know or 
not familiar with the  term contained in standard clauses. 
Keywords: Standard clauses, Contract Law , Justice contract 
 
PENDAHULUAN 
Pada dasarnya aturan hukum di 
Indonesia telah mengatur secara umum 
maupun khusus pada hal-hal yang 
berkaitan dengan hukum perikatan yang 
terjadi baik perikatan yang dilakukan 
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antar individu dengan melibatkan dua 
pihak saja, maupun perikatan yang 
melibatkan subjek hukum lain yang 
terdiri dari beberapa pihak yang saling 
mengikatkan diri.   
Hukum perikatan menganut suatu 
asas yang dinamakan asas kebebasan 
berkontrak atau diistilahkan 
contractvrijheid atau partijautonomie 1  
artinya subyek-subyek hukum diberi 
suatu kebebasan untuk mengadakan 
atau melaksanakan kontrak / perjanjian 
sesuai kehendak dalam menentukan isi 
dan syarat berdasarkan kesepakatan 
asalkan memenuhi rambu-rambu 
pembatasanya.Menurut Achmad Busro, 
batasan-batasan atau dapat disebut juga 
dengan istilah rambu-rambu dalam 
hukum kontrak tersebut dibagi kedalam 
tiga hal yaitu:2 
1. Kontrak atau perjanjian yang tidak 
dilarang undang-undang; 
2. Kontrak atau perjanjian yang tidak 
bertentangan dengan kesusilaan; 
3. Kontrak atau perjanjian yang tidak 
bertentangan dengan ketertiban 
umum. 
1Achmad Busro, Hukum Perikatan Berdasar 
Buku III KUH Perdata, (Yogyakarta: Pohon 
Cahaya, 2011), halaman 1. Pada kutipan 
selanjutnya ditulis dengan Achmad Busro I. 
2Ibid, halaman 1. 
Ketiga hal tersebut jelas 
disebutkan bahwa di dalam kebebasan 
berkontrak tetap terdapat batasan-
batasan yang diatur oleh undang-
undang. Berdasar atas tujuan yang ingin 
dicapai oleh para pihak, serta kebutuhan 
untuk adanya aturan yang mampu 
mengakomodir kepentingan serta 
memberikan perlindungan hukum bagi 
para pelaku ekonomi (para pihak), maka 
dalam perkembangan hukum perjanjian, 
berdampak pada bentuk-bentuk baru 
hukum perjanjian yang menghendaki 
efektif, sederhana, praktis, dan tidak 
membutuhkan proses dan waktu yang 
lama dimungkinkan dalam asas 
kebebasan berkontrak.3 
Asas kebebasan berkontrak 
menempatkan pasal-pasal yang terdapat 
di dalam hukum perjanjian sebagai 
hukum pelengkap (optional 
law/anvoellen recht) yang berarti pasal-
pasal tersebut dapat dikesampingkan 
apabila para pihak menghendaki 
ketentuan sendiri mengenai 
kepentinganya, selama kepentingan 
tersebut tidak dilarang oleh undang-
undang, tidak bertentangan dengan 
3 Achmad Busro, Kapita Selekta Hukum 
Perjanjian, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2013), 
halaman 2. Pada kutipan selanjutnya disebut 
dengan Achmad Busro II. 
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kesusilaan, dan tidak bertentangan 
dengan ketertiban umum, maka 
perbuatan para pihak itu sah menurut 
hukum, sebaliknya apabila para pihak itu 
tidak mengatur sendiri dalam 
kepentinganya tersebut, berarti para 
pihak tersebut tunduk pada undang-
undang.4 
Berkaitan dengan kebebasan 
berkontrak tersebut, KUH Perdata tidak 
memberikan suatu gambaran secara 
eksplisit, bahwa bentuk serta ketentuan 
seperti apa yang dimaksud dengan 
kebebasan berkontrak. Dalam hal ini 
setidaknya terdapat tiga pasal di dalam 
KUH Perdata yang dapat digunakan 
sebagai rujukan ketika membahas 
tentang klausula baku yaitu pada Pasal 
1320, Pasal 1329, dan Pasal 1338 ayat 
(1). 
Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, 
hanya disebutkan bahwa untuk sahnya 
sutau perjanjian diperlukan empat syarat 
yaitu: kesepakatan para pihak untuk 
mengikatkan diri, para pihak dianggap 
cakap hukum, adanya objek atau hal 
tertentu yang diperhatikan, serta adanya 
suatu sebab yang halal. Keempat hal 
4R. Surbekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: 
PT Intermasa, 2001), halaman 3. Dikutip dari, 
Ibid, halaman.1. 
tersebut tidak menjelaskan secara 
khusus berkaitan kebebasan berkontrak. 
Meski demikian, dalam pasal 
tersebut undang-undang memberikan 
kebebasan bagi para pihak yang akan 
saling mengikatkan diri untuk membuat 
suatu perjanjian atau kesepakatan, 
sedangkan bentuk dan isinya berada 
ditangan para pihak, atau dengan kata 
lain berdasarkan kegunaan dan tujuan 
perjanjian tersebut. 
Berkaitan dengan asas kebebasan 
berkontrak menurut hukum perjanjian di 
Indonesia meliputi:5 
1. Kebebasan untuk membuat atau 
tidak membuat perjanjian; 
2. Kebebasan untuk memilih pihak 
dengan siapa ia ingin membuat 
perjanjian; 
3. Kebebasan untuk menentukan atau 
memilih kausa dari perjanjian yang 
akan dibuat; 
4. Kebebasan untuk menentukan objek 
perjanjian; 
5. Kebebasan untuk menentukan 
bentuk perjanjian; 
5  Hasanudin Rahman, Legal Drafting, 
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), halaman 
11. 
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6. Kebebasan untuk menerima atau 
menyimpangi ketentuan undang-
undang yang bersifat opsional. 
Adanya ketentuan-ketentuan 
memaksa dalam aturan hukum tentunya 
para pihak yang akan membuat suatu 
perjanjian tidak dapat serta merta dapat 
mengabaikan aturan perundang-
undangan yang telah ada, melainkan 
harus tetap mengacu pada aturan-aturan 
yang telah diatur di dalam undang-
undang. Dalam asas kebebasan 
berkontrak setiap orang bebas untuk:6 
1. Mengadakan perjanjian atau tidak 
mengadakan perjanjian; 
2. Memilih mengadakan perjanjian 
dengan siapapun; 
3. Menentukan isi, syarat-syarat, dan 
bentuk perjanjian yang dibuat; 
4. Menentukan ketentuan hukum mana 
yang berlaku bagi perjanjian yang 
dibuatnya.” 
Merujuk pada penjelasan yang 
terdapat di dalam Burgerlijk Wetboek 
(BW), dimana antara perjanjian atau 
persetujuan (overeenkomst) mempunyai 
pengertian yang sama dengan kontrak 
6 Abdul Kadir Muhammad, Perjanjian Baku 
dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, 
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1982), halaman 
225. Pada kutipan selanjutnya disebut dengan 
Abdul Kadir Muhammad I. 
(contract). 7 Oleh karena itu aturan 
hukum diharapkan menjadi titik tengah 
terkait dengan permasalahan-
permasalahan yang timbul diantara dua 
belah pihak. Dalam hubungan dagang 
atau bisnis diperlukan suatu kontrak 
antara kedua belah pihak. Untuk itu 
perlu diperhatikan beberapa hal dasar 
yang harus dimiliki sebuah kotrak yaitu 
niat (intention) bahwa perjanjian yang 
akan dibuat mengikat secara hukum 
serta adanya konsiderasi (consideration) 
atau prestasi yang harus diberikan. 8  
Setidaknya terdapat beberapa hal yang 
perlu diperhatikan dalam sebuah 
kontrak, yaitu:  
Pertama, berkaitan dengan niat 
(Intention) dalam hal ini niat atau dalam 
tulisan yang lain disebut dengan “iktikat” 
para pihak, merupakan landasan dasar 
bagi para pihak untuk membuat suatu 
perjanjian. Selain itu berkaitan dengan 
niat tersebut bahwa para pihak harus 
meniatkan perjanjian mereka 
dilaksanakan dan mengharapkan 
konsekuensi hukum apabila perjanjian 
7Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian 
Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, 
(Jakarta: Kencana, 2010), halaman. 13. 
8Arthur Lewis, Dasar-Dasar Hukum Bisnis: 
Introduction of Bussines Law, (Bandung:  Nusa 
Media, 2009), halaman. 79. 
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mereka tidak terlaksana.9 Sedangkan hal 
dasar yang selanjutnya yaitu perjanjian 
itu sendiri. Perjanjian dalam hal 
merupakan hasil dari niatan yang ada 
pada diri sesorang tersebut. 
Kedua, Perjanjian yaitu hasil 
refleksi dari disepakatinya suatu niat 
(intention) oleh para pihak tersebut, 
pelaksanaan perjanjian dapat ditimbang 
dengan menggunakan dua analisis yaitu 
penawaran (offer) dan penerimaan 
(acceptance) tawaran itu. 10  Penawaran 
dalam perjanjian tersebut bersifat pasti 
dan harus diberitakan, dalam hal ini asas 
kebebasan berkontrak menjadi dasar 
bagi pihak lain untuk penerima atau 
menolak tawaran yang diajukan 
tersebut. Sedangkan persetujuan 
merupakan suatu keputusan yang 
diambil oleh pihak yang lain dalam 
hubungan perjanjian tersebut. 
Negosiasi yang terdapat pada 
suatu kontrak pada dasarnya dilakukan 
dengan satu tujuan yaitu untuk 
mencapai kesepakatan atau kata 
9 Ibid, halaman. 81. Adapun konsekuensi 
hukum disini tidak hanya berupa penyelesaian 
sengketa di depan persidangan, melainkan 
konsekuensi hukum lebih pada konsekuensi bagi 
para pihak untuk menjalankan dan melaksanakan 
perjanjian yang telah disepakati sebelumnya (di 
awal). 
10Ibid, halaman. 81. 
sepakat. 11  Meski demikian dalam 
penerapanya kesepakatan tersebut tidak 
dapat dengan mudah dapat ditemukan 
melainkan diperlukan proses-proses 
serta tahapan yang cenderung banyak 
memakan waktu. Pada beberapa kasus 
contohnya, jika seseorang akan 
meminjam uang di bank maka terdapat 
persyaratan-persyaratan yang harus 
dipenuhi serta peminjam tersebut harus 
mengisi formulir yang sebelumnya telah 
dibuat oleh pihak bank tersebut. 
Mengacu pada pemikiran bahwa 
suatu perjanjian terjadi ketika para pihak 
yang ada di dalamnya sepakat untuk 
saling mengikatkan diri, maka dalam hal 
ini pelaksanaan perjanjian tidak dapat 
lepas dari perinsip konsensualisme yang 
merupakan suatu syarat pembentuk 
perjanjian. Perinsip konsensualisme 
merupakan syarat mutlak dalam setiap 
kontrak yang berfungsi untuk menjamin 
kepastian hukum.12 
Dalam perkembanganya, 
perjanjian baku menimbulkan beberapa 
permasalahan yang hingga saat ini 
11 Budiono Kusumohamidjojo, Panduan 
Negosiasi Kontrak, (Jakarta: Grasindo, 1999), 
halaman. 9. 
12 R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum 
Perikatan Nasional, (Bandung: Alumni,1986), 
halaman 5, dalam Yohanes Sogar Simamora, 
Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: LaksBang 
PRESSindo, 2009), halaman. 191. 
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belum dapat diselesaikan secara tuntas, 
permasalahan dalam klausula baku 
berhubungan dengan asas kebebasan 
berkontrak yang merupakan suatu asas 
yang tidak dapat dihilangkan dalam 
pelaksanaan hukum perjanjian. Tidak 
hanya berhenti disitu, dalam asas 
kebebasan berkontrak juga memiliki 
hubungan lain berkaitan dengan 
terciptanya suatu keadilan berkontrak di 
dalam masyarakat, bahwa dalam 
pelaksaan perjanjian para pihak yang 
ada di dalamnya dapat menjalankan isi 
dari perjanjian tersebut dengan baik 
sehingga mampu terhindar dari sengketa 
dikemudian hari.  
Rumusan permasalahan yang 
penulis angkat yaitu: (1). Bagaimana 
pengaturan klausula baku dalam 
mencapai keadilan berkontrak? (2). 
bagaimana isi perjanjian agar dapat 




Metode penelitian dalam suatu 
karya ilmiah secara umum merupakan 
cara yang digunakan dalam melakukan 
analisa-analisa terhadap suatu pokok 
permasalahan sehingga dapat diketahui 
langkah-langkah dalam mencari alternatif 
penyelesaian permasalahan tersebut. 
Sehingga penelitian ini dapat diketahui 
bahwa fungsi dari penelitian tersebut 
adalah untuk mendapatkan kebenaran.13 
Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah yuridis 
normatif dengan menggunakan data 
sekunder serta dengan menggunakan 
pendekatan Perundang-Undangan dan 
konseptual, pengumpulan data 
menggunakan studi pustaka kemudian 
dianalisa secara kwalitatif. Pengunaan 
metode penelitian ini bertumpu pada 
kaidah-kaidah yang mengharuskan yang 
kepatuhanya dapat dipaksakan dengan 
menggunakan kekuasaan negara 
(normatif).14 
Pendekatan Yuridis Normatif 
ditujukan untuk mengetahui hubungan 
hukum yang timbul bagi para pihak 
dalam perjanjian dengan klausula baku. 
Isu-isu hukum (Legal Issues) yang dapat 
diangkat dalam penelitian normatif 
sebagaimana yang digambarkan 
sebelumnnya dapat dilihat bahwa ruang 
13  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian 
Hukum, (Jakarta: Kencana, 2013), halaman. 20. 
14Bernard Arief Sidharta, Penelitian Hukum 
Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan 
Dogmatikal. Dalam Metode Penelitian Hukum 
Konstelasi Dan Refleksi, (Jakarta: Yayasan 
Pustaka Obor Indonesia, 2013), halaman. 143. 
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lingkup yang menjadi permasalahan 
kemasyarakatan hukum sangat luas. 15  
Adapun pendekatan-pendekatan yang 
digunakan di dalam penelitian hukum 
adalah pendekatan undang-undang 
(statute approach), dan pendekatan 
konseptual (conseptual approach).16 
Sedangkan pendekatan 
konseptual (conseptual approach) 
merupakan pendekatan yang beranjak 
dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu 
hukum. Dengan mempelajari 
pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti 
akan menemukan ide-ide yang 
melahirkan pengertian-pengertian 
hukum, konsep-konsep hukum dan asas-
asas hukum yang relevan dengan isu 
yang dihadapi. Pemahaman akan 
pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin tersebut merupakan sandaran 
bagi peneliti dalam membangun suatu 
argumentasi hukum dalam memecahkan 
isu yang dihadapi.17 
 
15  Johnny Ibrahim, Teori&Metodologi 
Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu 
Publishing, 2012), halaman. 284. 
16  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian 
Hukum, (Jakarta: Kencana, 2013), halaman. 133. 
17Ibid. Hlm. 136 
PEMBAHASAN 
Pengaturan Klausula Baku Dalam 
Mencapai Keadilan Berkontrak 
Kedudukan klausula baku dapat 
dilihat dari aturan hukum yang 
mengaturnya serta beberapa contoh 
perjanjian yang menggunakan klausula 
baku. 
a. Dalam Perundang-Undangan 
Aturan hukum di Indonesia telah 
mengatur terkait dengan klausula baku 
yang biasanya digunakan di dalam 
hubungan bisnis atau perjanjian, dalam 
hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan 
Pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Di dalam pasal tersebut jelas disebutkan 
bahwa adanya aturan-aturan yang 
mengatur keberadaan klausula baku 
yaitu: 
1) menyatakan pengalihan tanggung 
jawab pelaku usaha; 
2) menyatakan bahwa pelaku usaha 
berhak menolak penyerahan kembali 
barang yang dibeli konsumen; 
3) menyatakan bahwa pelaku usaha 
berhak menolak penyerahan kembali 
uang yang dibayarkan atas barang 
dan/atau jasa yang dibeli oleh 
konsumen; 
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4) menyatakan pemberian kuasa dari 
konsumen kepada pelaku usaha baik 
secara langsung maupun tidak 
langsung untuk melakukan segala 
tindakan sepihak yang berkaitan 
dengan barang yang dibeli oleh 
konsumen secara angsuran; 
5) mengatur perihal pembuktian atas 
hilangnya kegunaan barang atau 
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh 
konsumen; 
6) memberi hak kepada pelaku usaha 
untuk mengurangi manfaat jasa atau 
mengurangi harta kekayaan 
konsumen yang menjadi obyek jual 
beli jasa; 
7) menyatakan tunduknya konsumen 
kepada peraturan yang berupa 
aturan baru, tambahan, lanjutan 
dan/atau pengubahan lanjutan yang 
dibuat sepihak oleh pelaku usaha 
dalam masa konsumen 
memanfaatkan jasa yang dibelinya; 
8) menyatakan bahwa konsumen 
memberi kuasa kepada pelaku usaha 
untuk pembebanan hak tanggungan, 
hak gadai, atau hak jaminan 
terhadap barang yang dibeli oleh 
konsumen secara angsuran. 
Selain itu, dalam aturan yang 
terdapat di dalam Pasal 18 Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 ayat (2) 
menyebutkan bahwa: “Pelaku usaha 
dilarang mencantumkan klausula baku 
yang letak atau bentuknya sulit terlihat 
atau tidak dapat dibaca secara jelas, 
atau yang pengungkapannya sulit 
dimengerti”. Sedangkan pada ayat (3) 
lebih lanjut disebutkan bahwa: “Setiap 
klausula baku yang telah ditetapkan oleh 
pelaku usaha pada dokumen atau 
perjanjian yang memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dinyatakan batal demi 
hukum”. Dalam penerapanya adanya 
ketentuan pada ayat (3) tersebut 
penggunaan kalusula baku yang letaknya 
sebagaimana yang diatur di dalam ayat 
(1) dan (2), masih banyak dijumpai. 
Tidak hanya berhenti disitu, di dalam 
ayat (3) bahwa, “Pelaku usaha wajib 
menyesuaikan klausula baku yang 
bertentangan dengan undang-undang 
ini”.  
Menyikapi adanya penggunaan 
klausula baku yang dapat menimbulkan 
ketidakseimbangan, pemerintah 
mengeluarkan aturan Undang-Undang 
No 8 Tahun 1999, di dalam aturan 
undang-undang tersebut terdapat 
beberapa pasal yang mengatur terkait 
dengan ketentuan klausula baku yaitu: 
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1) Pada Pasal 18 ayat (1), diatur bahwa 
pelaku usaha dilarang untuk 
membuat suatu klausula baku yang 
menempatkan kedudukan konsumen 
tidak setara, hal tersebut dapat 
dilihat dari adanya klausula yang 
menyatakan penolakan penyerahan 
kembali atas uang yang telah 
dibayarkan secara sepihak berkaitan 
dengan barang yang sudah dibeli 
oleh konsumen.  
2) Pasal 18 ayat (2), mengatur terkait 
dengan larangan tata letak serta 
bentuk dari klausula baku, dimana 
pelaku usaha dilarang 
mencantumkan klausula baku yang 
letak atau bentuknya sulit terlihat 
atau tidak dapat dibaca dengan 
jelas, atau pengungkapanya sulit 
untuk dimengerti. 
3) Pasal 18 ayat (3) dan (4), berkaitan 
dengan pertanggung jawaban secara 
hukum kepada pelaku usaha yaitu 
klausula baku yang bertentangan 
dengan undang-undang No. 8 Tahun 
1999 dinyatakan batal demi hukum. 
4) Berkaitan dengan sanksi pidana yang 
dijatuhkan apabila terjadi 
pelanggaran atas ketentuan undang-
undang No. 8 Tahun 1999 diatur di 
dalam Pasal 62, yaitu pelaku usaha 
dapat dikenakan sanksi, baik berupa 
pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun atau pidana denda paling 
banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar 
rupiah). 
Ketentuan hukum tersebut 
merupakan acuan dalam melakukan 
pengawasan dan pembinaan berkaitan 
dengan pengaturan klausula baku pada 
setiap hubungan keperdataan yang ada 
di Indonesia, dengan demikian hubungan 
tersebut dapat berjalan dengan 
seimbang, tanpa adanya pihak-pihak 
yang dirugikan dengan ketentuan 
klausula baku dalam setiap perjanjian 
yang dilakukan.  
b. Dalam Perjanjian 
Pada umumnya perjanjian yang 
dilakukan oleh para pihak tidak terikat 
dalam bentuk-bentuk tertentu, selain itu 
undang-undang yang ada di Indonesia 
juga tidak mengatur secara terperinci 
bentuk maupun isi dari perjanjian yang 
ada. Setidaknya di dalam suatu 
perjanjian terdapat dua syarat yang 
harus ditaati oleh kedua belah pihak 
yaitu, syarat pokok dan syarat 
pelengkap. 
Syarat pokok dapat dimaknai 
sebagai syarat fundamental bagi setiap 
perjanjian sehingga tidak dipenuhinya 
syarat tersebut akan berpengaruh 
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terhadap tujuan utama dari perjanjian 
yang dilakukan. Sedangkan syarat 
pelengkap merupakan syarat yang 
kurang begitu penting, karena hanya 
sebagai pelengkap dalam perjanjian, 
apabila syarat pelengkap ini tidak 
dipenuhi hanya akan menimbulkan 
kerugian, namun tidak berakibat pada 
gugur atau hapusnya perjanjian 
tersebut. 
Perjanjian baku yang dilakukan di 
dalam perjanjian baik di dalam dunia 
perbankan maupun di dalam jual beli 
pada umumnya para pihak hanya 
mengisi data-data dalam formulir 
tersebut bahkan tak jarang tanpa adanya 
sedikitpun perubahan atas formulir yang 
diberikan. Dalam hal ini pihak yang 
diberikan kontrak tidak memiliki 
kesempatan untuk melakukan negosiasi 
terkait dengan isi maupun syarat-syarat 
yang ada di dalam kontrak tersebut. 
Penerapan klausula baku dalam 
hubungan bisnis dapat ditemukan dalam 
beberapa hal yang bertujuan untuk 
mempermudah dan mempercepat sistim 
kinerja serta memperkecil biaya 
operasional dari pembuatan perjanjian 
tersebut. Meski demikian, kebutuhan 
masyarakat yang selalu berkembang dan 
menuntut lebih cepat dan instan, 
membuat klausula baku seakan menjadi 
hal yang biasa di dalam kehidupan 
masyarakat. 
Penggunaan klausula baku dalam 
hukum perjanjian, pada dasarnya dapat 
ditelaah dari asas kebebasan berkontrak, 
dalam hal ini kebebasan berkontrak 
apakah dimaknai sebagai suatu proses 
yang harus dilalui oleh para pihak ketika 
membuat suatu kontrak perjanjian 
ataukah kebebasan berkontrak tersebut 
hanya berkaitan terkait isi (klausula) dari 
kontrak tersebut, dalam hal ini apakah 
para pihak setuju terkait klausula 
tersebut atau tidak. 
Penggunaan klausula baku dalam 
suatu perjanjian muncul dari kebutuhan 
yang ada di dalam masyarakat itu 
sendiri, bahwa dalam suatu hubungan 
bisnis yang membutuhkan suatu akta 
perjanjian yang cukup rumit dan 
menghabiskan banyak biaya, maka 
dengan adanya klausula baku diharapkan 
dapat memangkas biaya operasional 
yang dibutuhkan serta mempersingkat 
waktu. Meski demikian dalam 
penerapanya keinginan untuk 
menghemat biaya operasional serta 
mempersingkat waktu dalam membuat 
suatu perjanjian tersebut tidak jarang 
justru menimbulkan konflik yang timbul 
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pada saat proses pelaksanaan perjanjian 
tersebut. 
Berkaitan dengan hak yang 
seharusnya diterima oleh konsumen 
berdasar ketentuan Pasal 4 Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999, disebutkan 
bahwa konsumen memiliki hal sebagai 
berikut: 
1) hak atas kenyamanan, keamanan, 
dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau 
jasa; 
2) hak untuk memilih barang dan/atau 
jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai 
dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan; 
3) hak atas informasi yang benar, jelas, 
dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa; 
4) hak untuk didengar pendapat dan 
keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan; 
5) hak untuk mendapatkan advokasi, 
perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan 
konsumen secara patut; 
6) hak untuk mendapat pembinaan dan 
pendidikan konsumen; 
7) hak unduk diperlakukan atau dilayani 
secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; 
8) hak untuk mendapatkan kompensasi, 
ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang 
diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana 
mestinya; 
9) hak-hak yang diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
Hak konsumen yang memiliki 
keterkaitan dengan klausula baku yang 
diberikan oleh bank dalam hal pengajuan 
kredit adalah hak atas informasi yang 
benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa dan 
hak untuk didengar pendapat dan 
keluhannya atas barang dan/atau jasa 
yang digunakan, sedangkan dalam 
penerapanya tidak jarang nasabah belum 
atau bahkan tidak paham terkait dengan 
isi perjanjian baku yang disodorkan oleh 
pihak bank tersebut. 
Hubungan keperdataan yang 
timbul pada para pihak yang saling 
mengikatkan diri, memberikan 
konsekuensi hukum yang harus ditaati 
dan di jalankan oleh kedua belah pihak 
tersebut, lahirnya hubungan tersebut 
berawal dari adanya kesepakatan 
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dengan tujuan yang akan dicapai. 
Adapun dalam hubungan tersebut tentu 
tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai 
keadilan yang menjadi harapan sehingga 
isi perjanjian dapat berjalan dengan baik. 
Selain berkaitan dengan klausula 
baku upaya yang dapat dilakukan untuk 
mencapai  keadilan berkontrak dapat 
dilakukan dengan upaya pembinaan dan 
pengawasan, dalam hal ini tanggung 
jawab pembinaan berada pada 
pemerintah sebagaimana diatur di dalam 
Pasal 29 Undang-undang No. 8 Tahun 
1999, yaitu; 
(1) Pemerintah bertanggungjawab atas 
pembinaan penyelenggaraan 
perlindungan konsumen yang 
menjamin diperolehnya hak 
konsumen dan pelaku usaha serta 
dilaksanakannya kewajiban 
konsumen dan pelaku usaha. 
(2) Pembinaan oleh pemerintah atas 
penyelenggaraan perlindungan 
konsumen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
Menteri dan/atau menteri teknis 
terkait. 
(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) melakukan koordinasi atas 
penyelenggaraan perlindungan 
konsumen. 
(4) Pembinaan penyelenggaraan 
perlindungan konsumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) meliputi upaya untuk: 
a. terciptanya iklim usaha dan 
tumbuhnya hubungan yang 
sehat antara pelaku usaha dan 
konsumen; 
b. berkembangnya lembaga 
perlindungan konsumen swadaya 
masyarakat;  
c. meningkatnya kualitas 
sumberdaya manusia serta 
meningkatnya kegiatan 
penelitian dan pengembangan di 
bidang perlindungan konsumen. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pembinaan penyelenggaraan 
perlindungan konsumen diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
Upaya pengaturan klausula baku 
tidak akan dapat berjalan ketika tidak 
ada usaha pembinaan dan pengawasan 
yang dilakukan oleh pemerintah untuk 
membuat suatu kebijakan yang dapat 
membuat iklim hubungan para pihak 
dapat berjalan dengan baik. Dengan 
adanya pembinaan tersebut diharapkan 
mampu menciptakan pelaku usaha yang 
kuat serta menjadikan konsumen yang 
 
Muhamad Hasan Muaziz  94 




mandiri serta hubungan yang sehat 
antara produsen dan konsumen. 
Bagi masyarakat upaya pembinaan 
menjadikan masyarakat konsumen yang 
mandiri serta mampu melindungi diri dan 
meningkatkan kualitas sumber daya serta 
peningkatan dalam hal perlindungan 
konsumen. Upaya pembinaan tersebut 
berpengaruh pada empat hal yaitu Iklim 
Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, 
Sumber Daya Manusia, Penelitian dan 
Pengembangan. 
a. Iklim Usaha 
Pembinaan yang dilakukan oleh 
pemerintah diharapkan mampu 
mendorong dan menciptakan iklim usaha 
yang sehat, hal tersebut dapat 
berdampak pada peningkatan ekonomi 
serta kesejahteraan masyarakat. 
b. Lembaga Swadaya Masyarakat 
Pembinaan yang dilakukan 
tersebut diharapkan juga dapat 
berdampak pada tumbuhnya lembaga 
swadaya masyarakat yang membantu 
meningkatkan kesadaran konsumen 
berkaitan dengan hak dan kewajiban 
yang dimiliki, serta berkaitan dengan 
perilaku konsumen dan produsen. Usaha 
lembaga swadaya konsumen tersebut 
tidak harus dipandang sebagai perlawan 
konsumen terhadap produsen, melainkan 
sebagai jembatan penghubung apabila 
terdapat permasalahan yang menyangkut 
kedua belah pihak. 
c. Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia ini 
berhubungan dengan konsumen dan 
produsen untuk lebih bersikap jujur dan 
membentuk  suatu iklim usaha yang 
sehat, peningkatan sumber daya bagi 
produsen diharapkan dapat menciptakan 
pelaku usaha yang peduli terhadap 
pembangunan nasional. 
Sedangkan bagi konsumen, upaya 
pembinaan tersebut dapat menciptakan 
konsumen yang mandiri, serta sadar 
akan hak dan kewajiban yang dia miliki. 
Dengan demikian hubungan yang 
seimbang bagi konsumen dan produsen 
dapat memberikan dampak positif dalam 
berbagai bidang yang menyangkut 
hubungan para pihak tersebut. 
Isi Perjanjian Agar Dapat Mencapai 
Keadilan Berkontrak 
Keadilan berkontrak dapat terlihat 
dalam suatu perjanjian ketika kedua 
belah pihak mencapai suatu kesepakatan 
untuk sama-sama mengikatkan diri tanpa 
adanya tekanan dari pihak lain, dalam 
hal ini kontrak yang dilakukan tersebut 
dilakukan secara sukarela. Pada bab 
sebelumnya telah dikemukakan 
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bagaimana keadilan berkontrak dalam 
suatu perjanjian, setidaknya terdapat 
beberapa hal yang dapat dilakukan oleh 
para pihak untuk mencapai keadilan 
berkontrak, yaitu: posisi tawar para 
pihak, adanya negosiasi, kejujuran dalam 
berkontrak, proporsionalitas dalam 
klausula perjanjian, serta adanya 
keseimbangan dalam perjanjian. 
a. Adanya Negosiasi 
Negosiasi merupakan suatu hal 
penting dalam suatu perjanjian, dengan 
melakukan negosiasi maka kedua belah 
pihak dapat mengetahui hak serta 
kewajiban yang akan dilaksanakan. 
Negosiasi dalam suatu perjanjian muncul 
karena para pihak memiliki tujuan 
masing-masing yang ingin dituju, 
sehingga dengan negosiasi tersebut 
diharapkan tercapailah suatu 
kesepakatan. 
Prinsip win-win solution 
merupakan prinsip dasar yang dituju dari 
adanya negosiasi tersebut, dalam 
perjanjian baku yang telah dibuat oleh 
salah satu pihak, ruang untuk melakukan 
negosiasi tersebut sangat kecil, hal ini 
dapat dilihat dengan telah tersedianya 
klausula-klausula yang sebelumnya telah 
disediakan oleh salah satu pihak 
(produsen), sehingga pihak yang 
satunya hanya menyetujui atau tidak. 
Meskipun klausula baku yang 
dibuat oleh produsen pada saat ini 
berupa formulir dimana konsumen hanya 
melakukan pengisian terkait dengan 
data-data informatif konsumen atau 
nasabah, dalam hal kesetaraan 
kedudukan di depan hukum, maka para 
pihak tersebut selayaknya memberikan 
ruang untuk melakukan negosiasi. 
Perinsip negosiasi terdapat 
penawaran dan permintaan (aanbod en 
aanvaarding), di dalam penawaran dan 
permintaan para pihak dapat melakukan 
pertukaran pikiran dan kehendak untuk 
suatu tujuan tertentu. Selain itu 
negosiasi yang dilakukan dalam suatu 
perjanjian juga dapat menghindari 
kontrak yang berat sebelah, tentunya hal 
ini sangat bertentangan dengan asas 
proporsionalitas dan asas keseimbangan, 
dimana dalam kedua asas tersebut jelas 
disebutkan bahwa adanya keseimbangan 
bagi para pihak merupakan suatu 
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b. Proporsionalitas Dalam Klausula 
Perjanjian 
Proporsionalitas suatu perjanjian 
dapat dilihat dari adanya pertukaran 
kepentingan yang ada dari masing-
masing pihak dalam hal ini apakah pihak 
debitur maupun pihak kreditur dalam 
perjanjian tersebut. Oleh karena itu 
proporsionalitas yang ada di dalam suatu 
perjanjian dapat dilihat pada isi dari 
klausul-klausul dalam perjanjian 
tersebut. Proporsionalitas disini berkaitan 
dengan pertukaran hak serta kewajiban 
antar pihak, apakah dapat berjalan 
dengan baik ataukah ada klausul yang 
justru memberatkan salah satu pihak. 
Nilai proporsionalitas dalam 
klausula baku dapat diawali pada 
tahapan prakontrak, dimana dalam 
tahapan tersebut terbukanya peluang 
bagi para pihak untuk melakukan 
negosiasi mengenai syarat dan 
ketentuan yang ada di dalam kontrak 
tersebut, sehingga kontrak yang 
dihasilkan dapat dipahami oleh masing-
masing pihak. Selain itu dalam tahapan 
kontrak kesetaraan yang dimiliki oleh 
masing-masing pihak dapat terlaksana 
dengan adanya pembagian hak serta 
kewajiban pada masing-masing pihak. 
Dengan demikian dalam kontrak tersebut 
dapat memperkecil peluang adanya 
penyalah gunaan yang dilakukan oleh 
salah satu pihak terhadap pihak yang 
lainya. 
Proporsinalitas dalam kontrak 
tersebut juga dapat dilihat dari besarnya 
tanggung jawab yang dibebankan 
kepada masing-masing pihak, sehingga 
para pihak dapat melakukan antisipasi 
terkait dengan kemungkinan resiko yang 
ditimbulkan dari hubungan kontraktual 
yang dilakukan. Ketika para pihak 
memahami isi dari semua klausula yang 
diperjanjikan serta menyetujuinnya, hal 
tersebut diharapkan dapat memperkecil 
peluang terjadinya sengketa dalam 
pelaksanaan perjanjian. 
SIMPULAN 
1. Klausula baku lahir dari adanya 
kebutuhan para pihak untuk membuat 
suatu kontrak yang cepat, dan efisien. 
Meski demikian adanya klausula baku 
cenderung menguntungkan pihak 
yang membuatnya dalam hal ini 
adalah pihak perusahaan atau 
kreditur, dimana pihak kreditur 
memiliki waktu yang cukup banyak 
untuk membuat klausula perjanjian, 
sedangkan masyarakat/ debitur tidak 
memiliki ruang yang cukup untuk 
melakukan negosiasi atas klausula 
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dalam perjanjian tersebut, bahkan 
masyarakat sendiri tidak atau bahkan 
belum familiar dengan istilah-istilah 
yang terdapat di dalam klausula 
tersebut. Selain itu, kondisi dan 
keadaan debitur yang berada pada 
posisi lemah tidak memiliki pilihan lain 
selain menerima atau menolak 
klausula yang telah ditentukan 
tersebut. 
2. Isi perjanjian agar dapat mencapai 
keadilan berkontrak tidak dapat 
dilepaskan dari beberapa unsur yang 
ada di dalam perjanjian itu sendiri, 
yaitu posisi tawar para pihak atau 
kedudukan yang dimiliki oleh para 
pihak dalam melakukan perjanjian 
tersebut. Adanya negosiasi dalam 
perjanjian merupakan hal terpenting 
dalam proses perumusan kotrak, 
sehingga para pihak mengerti dan 
memahami setiap klausula yang 
diperjanjikan. Selain itu, kejujuran dan 
keterbukaan para pihak terkait dengan 
hal-hal yang diperjanjikan beserta 
resiko yang mungkin akan dialami 
dalam proses pelaksanaan perjanjian 
merupakan salah satu hal terpenting 
untuk dilakukan prapihak dalam 
proses perancangan dan pelaksanaan 
kontraktual sehingga diharapkan 
mampu menghasilkan suatu 
hubungan perjanjian yang adil dan 
proporsional. 
Saran 
1. Pengaturan klausula baku yang 
bertujuan untuk mencapai keadilan 
berkontrak tidak hanya berada di 
tangan para pihak, melainkan juga 
membutuhkan adanya peran serta 
pemerintah dalam hal membuat 
regulasi atau kebijakan. Sebaiknya 
pemerintah ikut serta melakukan 
upaya pengawasan dan pembinaan 
yang dilakukan oleh pemerintah 
memberikan peranan yang sangat 
besar dalam pelaksanaan klausula 
baku yang ada di dalam masyarakat 
maupun di dalam dunia usaha. 
Dengan demikian, diharapkan mampu 
terciptanya iklim usaha yang 
seimbang baik pada pihak masyarakat 
(debitur, konsumen) dengan pihak 
pengusaha (kreditur, produsen). 
2. Untuk mencapai keadilan berkontrak, 
sebaiknya para pihak memperhatikan 
kedudukan masing-masing pihak, isi 
perjanjian yang dilakukan, serta 
adanya pemahaman terkait klausula-
klausula yang diperjanjikan. Hal ini 
bertujuan untuk menghindari adanya 
pihak yang merasa dirugikan dari 
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perjanjian tersebut. Selain itu dalam 
suatu perjanjian baku sebaiknya 
hanya ditulis hal-hal secara garis 
besarnya saja, bukan pada klausula-
klausula yang ada di dalamnya secara 
mendetail bahkan adanya klausula 
eksonerasi yang memberatkan salah 
satu pihak, hal ini bertujuan untuk 
memberikan ruang bagi para pihak 
untuk melakukan negosiasi klausula-
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